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              SALINAN 
                                          

 

 
 

 
BUPATI LEBAK 

PROVINSI BANTEN 

 
PERATURAN BUPATI LEBAK 

NOMOR   28  TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LEBAK, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 Peraturan Daerah 

Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018; 

 

Mengingat      : : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 

sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 201 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas 

kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

115) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun 

atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, 

Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima 

Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 77); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 

2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara 

Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan 

Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 78); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Menteri Dalam Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);  

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 

tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah 

Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 

15);  

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lebak Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 
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Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak 

Nomor 20143);  

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7);  

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 8) sebahaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak 

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lebak Tahun 2012 Nomor 1);  

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak 

Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 9);  

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Lebak  Tahun 2014-2019 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 

20145);  

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak 

Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Lebak Nomor 20168); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan 
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Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20169); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 

10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 

201610); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Non 

Kas pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Multatuli 

Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak 

Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Lebak Nomor 201611); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 

2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lebak Tahun 2017 Nomor 10); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja   

Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 7 );  

30. Peraturan Bupati Lebak Nomor 67 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak 

Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Bupati Lebak Nomor 67 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lebak 

Tahun 2018 Nomor 18); 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

 
Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula 

berjumlah Rp2.482.311.777.239,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh dua   

miliar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga 

puluh sembilan rupiah), bertambah sejumlah Rp224.763.803.304,81 (dua ratus 

dua puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu 

tiga ratus empat koma delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi 

Rp2.707.075.580.543,81 (dua triliun tujuh ratus tujuh miliar tujuh puluh lima 

juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh tiga koma delapan 

puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 

 

1. Pendapatan  

 a. Pendapatan Asli Daerah Rp    308.912.592.160,00 

 b. Dana Perimbangan Rp 1.573.446.544.000,00 

 c. Lain-Lain pendapatan 

daerah yang Sah 

 

Rp 

 

   629.388.223.366,00 

      Jumlah Pendapatan                                         Rp2.511.747.359.526,00 

2. Belanja  

 a. Belanja Tidak Langsung 

  1) Belanja Pegawai Rp 1.065.581.673.248,00 

  2) Belanja Bunga Rp                    - 

  3) Belanja Subsidi Rp    - 

  4) Belanja Hibah Rp 103.810. 093.000,00 

  5) 

 

Belanja Bantuan 

Sosial 

 

Rp 

         

8.282.560.000,00 

  6) Belanja Bagi Hasil 

Kepada 

Pemerintahan Desa 

 

 

Rp 

         

 

9.902.691.523,00 

  7) Belanja Bantuan 

Keuangan 

 

Rp 

     

356.134.393.484,00 



 

PARAF KOORDINASI 

SEKRETARIS DAERAH  

ASISTEN SEKDA  

KEPALA BPKAD  

KEPALA BAGIAN HUKUM  

    -8- 

  8) Belanja Tidak 

Terduga 

 

Rp 

         

   9.491.512.376,81 

  

b. 

Jumlah Belanja Tidak Langsung               Rp1.553.202.923.631,81 

Belanja Langsung 

  1) Belanja Pegawai Rp   29.112.766.000,00 

  2) Belanja Barang  

dan Jasa 

 

Rp 

 

770.533.796.810,00 

  3) Belanja Modal Rp 354.226.094.102,00 

 Jumlah Belanja Langsung                         Rp1.153.872.656.912,00 

 Jumlah Belanja                                             Rp2.707.075.580.543,81 

 Surplus/(Defisit)                                            (Rp195.328.221.017,81)    

3. Pembiayaan  

 a. Penerimaan Rp 213.383.271.017,81 

 b. Pengeluaran Rp   18.055.050.000,00  

 Jumlah Pembiayaan Netto                             Rp195.328.221.017,81 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  

Tahun Berkenaan (SILPA)                                     Rp0,00 

 
Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen 

pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

 

 

 



 

PARAF KOORDINASI 

SEKRETARIS DAERAH  

ASISTEN SEKDA  

KEPALA BPKAD  

KEPALA BAGIAN HUKUM  

    -9- 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak. 

 

Ditetapkan di Rangkasbitung               

pada tanggal  9 Oktober 2018 

  

BUPATI LEBAK, 

 

Ttd 
 

 
ITI OCTAVIA JAYABAYA 

 

 
Diundangkan di Rangkasbitung  

pada tanggal  9 Oktober 2018 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK, 
 
                             Ttd 

                          Cap/ttd. 
                    DEDE JAELANI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR  28 
 

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 
SEKRETARIAT DAERAH KABPATEN LEBAK 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGA 

 
 
 
 

 
LINA BUDIARTI, S.H. 

NIP. 19810228 200502 2 0 


